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BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,

Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era
Baru sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum
saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan BeNcana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 teNltang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5063) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
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Menetapkan:

10.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan
Era Baru (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021
Nomor 10);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Badung Nomor 7);

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan
Era Baru (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022
Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52
Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum protokol Kesehatan Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan
Kehidupan Era Baru (Berita Daerah Kabupaten Badung
Tahun 2022 Nomor 52) diubah sebagai berikut :
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1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni
angka 26 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2

3.

10.

1L,

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Badung.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Badung.

Bupati adalah Bupati Badung.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut
COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan
oleh Severe acute respiratory syndrome related corona
virus 2 (SARS-CoV-2).

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Daerah yang selanjutnya
disebut Gugus Tugas COVID-19 Daerah adalah
Gugus Tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah
yang bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan
antara institusi/lembaga dalam upaya Pencegahan
dan penanganan dampak COV.LD-19 di Daerah.

Pencegahan adalah serangkaian kegiatan untuk
mengurangi atau menghilangkan resiko baik melalui
pengurangan ancaman maupun kerentaan pihak
yang terancam.

Protokol Kesehatan adalah aturan yang dibuat untuk
mencegah terjadinya penyebaran suatu penyakit.

Fasilitasi Deteksi Dini adalah penyediaan
fasilitas dan penanganan pertama bagi orang
yang berpotensi terpapar virus COVID-19 sesuai
dengan standar operasional prosedur
Pencegahan dan penanggulangan COVID-I19.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.

Penerapan  Disiplin adalah upaya  untuk
meningkatkan ketaatan dan kepatuhan untuk
mentaati suatu nilai tata tertib.

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan adalah upaya
untuk ditaatinya  Protokol Kesehatan dalam
pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan
atau tanpa disertai sanksi hukum.

Tatanan Kehidupan Era Baru adalah suatu budaya
baru untuk hidup bersih, sehat, aman, dan produktif
di tengah pandemi COVID-19.

Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat
di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan
asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri,
tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat
secara turun temurun dalam ikatan tempat suci
(kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan
kewenangan serta hak mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri.
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Krama Bali adalah warga masyarakat yang memiliki
Nomor Induk Kependudukan atau identitas lain yang
dipersamakan dengan alamat dan tempat tinggal di
Daerah.

Pegawai Aparatur Pemerintah Daerah adalah Pegawai
Negeri Sipil Pemerintah Daerah dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat
oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan.

Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
yang didirikkan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan di Daerah, baik sendiri maupun bersama-
sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan
usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengelola adalah orang atau sekelompok orang yang
diberikan hak dan kewajiban untuk mengelola suatu
kegiatan dengan menerapkan sistem manajemen
tertentu.

Penyelenggara adalah orang atau sekelompok orang
yang menyelenggarakan kegiatan atau aktifitas.
Penanggung Jawab Tempat adalah orang atau
lembaga yang bertanggung jawab terhadap suatu
kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan pada
suatu tempat.

Fasilitas Umum adalah sarana, prasarana, beserta
perlengkapannya yang disediakan oleh pemerintah
yvang dapat digunakan untuk kepentingan bersama
dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan tidak
dikenai bayaran.

Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat
dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa
Adat, Krama Tamiu dan Tamiu.

Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa
Adat sebagai pelaksanaan Awig-awig atau mengatur
hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara
adat/wicara di Desa Adat.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut
Satpol PP adalah Satpol PP Kabupaten Badung.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya
disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP
Kabupaten Badung.

PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan
untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam
melakukan pelacakan untuk menghentikan
penyebaran Corona virus Disease (COV.ID-19).

2. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (2) Pasal 7 diubah
sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 wajib melaksanakan dan memastikan
ditaatinya Protokol Kesehatan pada berbagai sektor
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
yakni:
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a. bagi perovanpan Wargan Negara Indone sia, Orang
Asing atact Wisadawan muneanepari,

6.

menppunakan  alad pelindung dits berupi
masker  yang  menutupi hidung dan it
hinggra dagu, jika harus kelduar ramah atag
herinteraksi  denpan  orang lain yang tidalk
diketahui statug ke sehatinyag

.mencuci tangan  denpan sabun pada air

mengalir atau dengan handsanitizer;

.membatasi interaksi fisik dan selaly men jaga

jarak
(physical distancing) paling, sedikit 1 (satu) meter,

tidak beraktivitas di tempat umurn/ke rarmaian

jika mengalami pejala kliniy geperti
demam/batuk/ pilek/nyeri te nggorokan,

. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan S chat

(PHBS);

bersedia  diperiksa  oleh  petugas  keschatan
dalam rangka pencegahan penyebaran
Covid-19;dan

. bersedia mentaati prosedur penanganan lebih

lanjut  dalam  hal hasil  pemecriksaan
menunjukan gejala klinis Covid-19.

b. bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau
Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum:

I

melaksanakan sosialisasi dan edukasi dengan
menggunakan berbagai media informasi untuk
meningkatkan ketaatan dan kepatuhan pihak
terkait dalam menceegah dan  mengendalikan
Covid- 19,

. menyediakan  garana  pencegahan  Covid-19,

meliputi:

a) tempat mencuci tangan beserta
perlengkapannya  dengan  jarak  yang
memadai;

b) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci
tangan dan hand sanitizer di tcmpat yang
mudah dilihat;

¢) hand sanitizer minimal di pintu masuk dan
keluar;dan

d) alat pengukur suhu  tubuh  (thermo
gun/thermo scanner) dengan jumlah yang
memadai.

. Wajib memasang dan memanfaatkan scan

optimal Aplikasi PeduliLindungi.

. melakukan identifikasi dan pemantauan

keschatan bagi setiap orang yang akan
beraktifitas di lingkungan kerja;

. melakukan pengaturan jaga jarak paling sedikit

1 (satu) meter;

. melaksanakan pembersihan  dan  disinfeksi

lingkungan secara berkala disesuaikan dengan
kegiatan,
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7. menyediakan dan/atau  memasang media
informasi himbauan protokol kesehatan;dan

8. menegakkan disiplin perilaku masyarakat yang
berisiko dalam penularan dan tertularnya
Covid-19.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 1 dikecualikan pada saat secdang
mclaksanakan tugas yang sangat memerlukan
melepas masker dengan tetap memperhatikan jaga
jarak minimal 1 (satu) meter.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 3 dikecualikan bagi petugas medis
atau aparat lainnya yang sedang melaksanakan
tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
pencmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 9 Pebruari 2022

SEKRE’I‘///\_}S,_S DAERAH KABUPATEN BADUNG,

AHA |
———_ I'W AYAN ADI ARNAWA
.‘\‘
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sctda. Kabypaten Badung,

A K (‘-d'e/Asteya Yud '1.|,ya
NIP. 19720510 199903 1 008
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